
TM-6

SISTEM KESEHATAN NASIONAL
Tim  Dosen Kuliah Pengantar Farm asi

Fakultas Farmasi Universitas Pancasila1



2



3

ASTA CITA PRESIDEN (2024-2029)



Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009:
“Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas 
sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan  
kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau”



SISTEM KESEHATAN NASIONAL

suatu tatanan yang menghimpun
berbagai upaya Bangsa Indonesia secara terpadu dan 
saling mendukung, guna menjamin derajat kesehatan

yang setinggi-tingginya sebagai perwujudan 
kesejahteraan umum seperti dimaksud dalam 

Pembukaan UUD 1945.
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PRINSIP DASAR SKN
• Prinsip dasar SKN = norma, nilai, dan aturan pokok 

yang bersumber dari falsafah dan budaya bangsa 
sebagai acuan fikir dan tindak.

1. Perikemanusiaan
2. HAM
3. Adil dan Merata
4. Pemberdayaan & Kemandirian masy.
5. Kemitraan
6. Pengutamaan dan Manfaat
7. Tata Kepemerintahan yang baik.
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TUJUAN SKN
• terselenggaranya pembangunan kes
• oleh semua potensi bangsa– Masy, swasta,

pemerintah

• secara sinergis
• berhasil-guna dan berdaya-guna,
• tercapai derajat kes masy setinggi-tingginya.
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SISTEMATIKA JKN
1. LANDASAN HUKUM DAN DESAIN JKN

2. IURAN, CARA PEMBAYARAN FASKES DAN TARIF

3. PEMANFAATAN DANA JKN SESUAI ATURAN KEU DAERAH

4. KESIAPAN PUSAT DALAM IMPLEMENTASI JKN

5. PERAN KEMENKES & DAERAH DALAM PELAKSANAAN  
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

6. JAMKESDA DALAM ERA JKN

7. PENUTUP
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LANDASAN HUKUM DAN DESAIN 
JAMINAN KESEHATAN NAS
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LANDASAN HUKUM

• Tentang SJSN

• Tentang Kesehatan (diperbaharaui di UU No 17/2023)

• Tentang BPJS

• Tentang PBI

• Tentang Jaminan Kesehatan

UU No 40 / 2004

UU No 36 / 2009

UU No 24 / 2011

PP No 101 / 2012

Perpres No 12 / 2013

Roadmap JKN, Rencana Aksi Pengembangan,Pelayanan Kesehatan, Permenkes, Peraturan BPJS
Jaminan Kesehatan merupakan bagian dari prioritas reformasi pembangunan kesehatan
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PMK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam 
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan



Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan 
Sosial Nasional (SJSN) 

Mengamanatkan bahwa jaminan sosial wajib bagi seluruh penduduk termasuk 
JKN melalui suatu badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) 
JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh 
manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi 
kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah 
membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. 
Tujuannya adalah agar semua penduduk Indonesia terlindungi dalam sistem 
asuransi sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatan 
masyarakat yang layak.
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Manfaat JKN mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan 
rehabilitatif, termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai 
dengan kebutuhan medis.
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DESAIN JAMINAN KES NASIONAL

Regulator

BPJS Kesehatan

Fasilitas 
KesehatanMencari Pelayanan

Memberi Pelayanan

Regulasi Sistem Pelayanan 
Kesehatan (rujukan, dll)

Regulasi (standarisasi)  
KualitasYankes, Nakes,  

Obat,Alkes

Regulasi Tarif Pelayanan 
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Pemerintah

Sistem Rujukan
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Pembayar tunggal, regulasi, kesetaraan
Peserta 

Jaminan Kes



PESERTA JKN
KEMENKESPeserta JKN adalah setiap orang yang telah membayar iuran
atau untuknya    telah         dibayarkan iuran menjadi peserta  
Jaminan Kesehatan

a. Peserta PBI Jaminan Kesehatan
meliputi orang yang tergolong fakir
miskin dan orang tidak mampu

b. Penetapan Peserta PBI Jaminan
Kesehatan dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan

(PBI)

*PESERTA MELIPUTI:
1. Penerima Bantuan Iuran  

Jaminan Kesehatan
2. Bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI) 

Jaminan Kesehatan
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a. Pekerja penerima upah dan anggota 
keluarganya

b. Pekerja bukan penerima upah dan  
anggota keluarganya

c. Bukan pekerja dan anggota
keluarganya

*) PERPRES No. 12/2013, Ps. 2, 3 dan 4 ay 1



PESERTA JAMINAN KES

*) PERPRES No. 12/2013, Ps. 4 ay 2 & 3

a. Pegawai Negeri Sipil;
b. Anggota TNI;
c. Anggota Polri;
d. Pejabat Negara;
e. Pegawai Pemerintah Non

Pegawai Negeri;
f. pegawai swasta; dan
g. Pekerja yang tidak termasuk

huruf a sampai dengan huruf
f yang menerima Upah

b. Pekerja yg tdk termasuk 
huruf a yg bukan 
penerima Upah

a. Pekerja di luar 
hubungan kerja atau 
Pekerja mandiri;

PEKERJA PENERIMA UPAH PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH
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PESERTA JAMINAN KES

a. Investor;
b. Pemberi Kerja;
c. Penerima pensiun;
d. Veteran;
e. Perintis Kemerdekaan; dan
f. bukan pekerja yang tidak

termasuk huruf a sampai
dengan huruf e yang
mampu membayar iuran

BUKAN PEKERJA WNI DI LUAR NEGERI

Warga negara asing yang bekerja
di Indoensia paling singkat 6
(enam) bulan)

*) PERPRES No. 12/2013, Ps. 4 ay 2, 3 , 6 & 7

Jaminan kesehatan 
bagi Pekerja Warga 
Negara Indonesia yg 
bekerja di luar negeri 
diatur dgn ketentuan 
peraturan perundang-
undangan tersendiri.
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PAKET MANFAAT JKN
KEENKES

Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan
perseorangan mencakup pelayanan promotif,
preventif, kuratif dan rehabilitatif, termasuk pelayanan 
obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan.

Manfaat Jamkes

Manfaat Medis Manfaat Non Medis
Akomodasi & Ambulan

Ambulans hanya diberikan utk pasien 
rujukan dr Faskes dgn kondisi tertentu

*) Perpres No. 12 Pasal 20 ay 1 & 2
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PAKET MANFAAT JKN
Manfaat pelayanan promotif & preventif meliputi;

Penyuluhan Kes 
perorangan Imunisasi Dasar Keluarga 

Berencana (KB)
Skrining 

Kesehatan

 Penyuluhan 
mengenai 
pengelolaan 
faktor risiko  
penyakit
 Perilaku

hidup bersih  
dan sehat

dan
 BCG
 DPT

Hepatitis-B  
(DPT-HB)
 Polio
 Campak

 Konseling
 Kontrasepsi

dasar
 Vasektomi
 Tubektomi

Diberikan secara 
selektif yang 
bertujuan untuk 
mendeteksi 
risiko penyakit 
dan mencegah 
dampak lanjutan

Vaksin & Alat KB  Pemerintah 
& atau Pemerintah Daerah

*) Perpres No. 12 Pasal 21
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PAKET MANFAAT JKN
YANKES

DIJAMIN
1. Yankes Tk Pertama

2. Yankes Rujukan Tk 
Lanjutan

a. Rawat Jalan
b. Rawat Inap

TIDAK DIJAMIN
a. Tidak sesuai prosedur
b. Di Faskes yg tidak bekerjasama dengan BPJS (kecuali utk kasus 

gawat darurat)
c. Yankes yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan

kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja 
atau hubungan kerja

d. Yankes yang dilakukan di Luar Negeri
e. Yankes untuk tujuan estetik
f. Pelayanan untuk mengatasi infertilitas
g. Meratakan gigi (ortodonsi)
h. Ganggauan kes/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau

alkohol
i. Gangguan kes akibat sengaja menyakiti diri sendiri
j. Pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional
k. Pengobatan yang dikatagorikan sebagai percobaan
l. Alat kontrasepsi, kosmetik, makan bayi dan susu
m. Perbekalan rumah tangga
n. Yankes akibat bencana pd masa tanggap darurat, KLB
o. Biaya pelayanan lainnya yg tidak ada hub dengan manfaat 

Jaminan kes yg diberikan

*) Perpres No. 12 Pasal 22 & 25 21



FASKES DALAM PENYELENGGARAAN JKN

FASKES TK I FASKES TK LANJUTAN

PKS DENGAN BPJS
22



IURAN, CARA PEMBAYARAN 
FASKES DAN TARIF

23

PMK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam 
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan



SUMBER DANA JKN
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TNI AKTIF & PNS
+ ANGGOTA KEL

POLRI  AKTIF & 
PNS + ANGGOTA KEL

PENSIUNAN

VETERAN 

JPK JAMSOSTEK
PEKERJA & PEMBERI 

KERJA

PEKERJA TDK MENERIMA 
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PEMBAYARAN FASKES DALAM JKN

BPJS BID KES

PE
M

BA
YA

RA
N

FASKES TK. PERTAMA

a) KAPITASI
b) Mekanisme lain yg lebih berhasil 

guna

FASKES TK. DUA/TIGA (LANJUTAN)
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Sistem INA-CBG'S adalah aplikasi 
yang digunakan sebagai aplikasi 
pengajuan klaim Rumah Sakit, 
Puskesmas dan semua Penyedia 
Pelayanan Kesehatan (PPK) bagi 
masyarakat miskin Indonesia. 
Case Base Groups (CBG's), yaitu 
cara pembayaran perawatan pasien 
berdasarkan diagnosis- diagnosis 
atau kasus-kasus yang relatif sama.
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TARIF FASKES LANJUTAN
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KELOMPOK KELAS RS TARIF INA-CBG’S
1. RS kelas A
2. RS kelas B
3. RS kelas C
4. RS kelas D
5. RSU Rujukan Nasional
6. RSK Rujukan Nasional

INA CBGs (Indonesia Case Based Groups)  tarif paket pelayanan 
kesehatan yang mencakup seluruh komponen biaya rumah sakit, mulai 
dari pelayanan nonmedis hingga tindakan medis.

Tarif RS Swasta = Tarif RS Pemerintah
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PERAN KEMENTERIAN KESEHATAN

PERPRES No.12/2013 Ps. 43

(1) Dalam rangka menjamin kendali mutu dan biaya, Menteri bertanggung 
jawab untuk:
a. penilaian teknologi kesehatan (health technology assessment);
b. pertimbangan klinis (clinical advisory) dan Manfaat Jaminan Kes;
c. perhitungan standar tarif; dan
d. monitoring & evaluasi penyelenggaraan pelayanan Jaminan Kes.

(2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan 
pelayanan Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf d, Menteri berkoordinasi dengan Dewan Jaminan Sosial Nasional.

DIBENTUK TIM
KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS 31



PERAN PEMERINTAH
RE

G
U

LA
TO

R
REGULASI 

STANDARISASI KUALITAS YANKES,
NAKES, ALKES
TARIF YANKES

PENYIAPAN INFRASTRUKTUR

PENYIAPAN & PENYEBARAN NAKES 
CAPACITY BUILDING

MONEV
PERPRES No. 12/2013, Ps. 41 s/d 44

KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS 32



No. TIM KETERANGAN
1. Tim Pengawalan JKN

a. Pusat
b. Propinsi
c. Kabupaten/Kota

2. Tim Tarif JKN
3. Tim Iuran
4. Tim Manfaat dan HTA
5. Tim Clinical Advisory
6. Tim Koordinasi Lintas Sektor

a. Pusat
b. Propinsi
c. Kabupaten/Kota

DALAM PELAKSANAAN JKN TIM

KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS 33
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Contoh 
output 
TKMKB
(Tim Kendali 
Mutu dan 
Kendali 
Biaya)
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Peran Perguruan Tinggi

38



39

Contoh output hasil penelitian akademisi sekaligus apoteker (dosen FFUP) 
dengan BPJS Kesehatan



Apoteker memiliki peran yang sangat vital 
dalam keberhasilan implementasi JKN, 
baik dari sisi penyediaan obat yang aman 
dan berkualitas, hingga memberikan 
edukasi kepada pasien dan tenaga medis 
lainnya. 

Dengan kontribusi apoteker dalam 
pengelolaan obat, maka tujuan program 
JKN untuk memberikan akses kesehatan 
yang merata dan berkualitas dapat 
tercapai dengan lebih efektif.
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Untuk Indonesia Emas 2045



Peran Apoteker dalam JKN 

1. Penyediaan Obat
2. Kefarmasian dan Konseling Obat
3. Manajemen Obat yang Efisien
4. Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Penggunaan Obat
5. Pendukung Program Preventif dan Promotif
6. Kolaborasi dengan Tenaga Kesehatan Lainnya
7. Partisipasi dalam Pengelolaan Asuransi Kesehatan
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1. Penyediaan Obat
Farmasi bertanggung jawab untuk memastikan 
bahwa obat-obatan yang disediakan melalui 
sistem JKN tersedia, terjangkau, dan berkualitas. 
Penyediaan obat yang tepat waktu dan sesuai 
kebutuhan pasien menjadi krusial dalam 
mendukung kesuksesan program JKN. Farmasi 
juga berperan dalam pengadaan obat yang 
sesuai dengan formulasi yang dibutuhkan oleh 
pasien, berdasarkan protokol medis yang ada.

2. Kefarmasian dan Konseling Obat
Farmasi memiliki peran sebagai tenaga 
kesehatan yang memberikan konseling obat 
kepada pasien, untuk memastikan bahwa pasien 
memahami cara penggunaan obat yang benar. 
Hal ini penting agar terapi obat dapat berjalan 
efektif dan mengurangi risiko terjadinya efek 
samping. Apalagi dalam JKN, pasien yang dirujuk 
sering kali memiliki kondisi yang kompleks dan 
membutuhkan penjelasan yang lebih mendetail 
mengenai pengobatannya.

Peran Apoteker dalam JKN 
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3. Manajemen Obat yang Efisien
Farmasi di JKN juga berperan dalam 
manajemen obat secara keseluruhan, 
termasuk dalam hal distribusi, pengelolaan 
stok, dan formulasi obat yang dapat 
meminimalisir pemborosan. Efisiensi dalam 
manajemen obat akan berkontribusi pada 
penggunaan dana JKN yang lebih optimal dan 
tepat sasaran. Pengelolaan yang baik dapat 
meningkatkan ketersediaan obat esensial 
yang diperlukan oleh masyarakat.

Peran Apoteker dalam JKN 
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4. Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Penggunaan Obat
Pemantauan terhadap penggunaan obat di tingkat rumah sakit dan 
fasilitas kesehatan lainnya menjadi bagian penting dalam menjaga 
efektivitas pengobatan. Farmasi bertanggung jawab untuk memantau 
pemakaian obat, serta memastikan bahwa penggunaan obat sudah sesuai 
dengan indikasi, dosis, dan durasi yang direkomendasikan.

5. Pendukung Program Preventif dan Promotif
Farmasi juga berperan dalam program kesehatan 
preventif dan promotif dalam sistem JKN, misalnya 
dengan melakukan penyuluhan tentang pentingnya 
pola hidup sehat, cara mencegah penyakit, dan 
penggunaan obat yang benar. Program ini tidak hanya 
bertujuan untuk mengobati pasien, tetapi juga untuk 
mencegah timbulnya penyakit yang memerlukan 
biaya pengobatan yang tinggi.

Peran Apoteker dalam JKN 
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6. Kolaborasi dengan Tenaga Kesehatan Lainnya
Farmasi dalam JKN berkolaborasi dengan dokter, perawat, dan tenaga 
kesehatan lainnya dalam memberikan pelayanan yang optimal. 
Kerjasama antara farmasis dengan tenaga medis dalam menentukan 
terapi yang tepat dan memantau hasil pengobatan sangat penting 
untuk mengurangi masalah resistensi obat dan memastikan keamanan 
pasien.

7. Partisipasi dalam Pengelolaan                                                          
Asuransi Kesehatan

Farmasi turut berperan dalam 
pengelolaan kebijakan obat di BPJS 
Kesehatan dan dalam evaluasi serta 
penyusunan daftar obat yang dicover 
oleh JKN. Farmasi membantu memastikan 
bahwa obat yang tercantum dalam daftar 
obat yang dapat dicover oleh BPJS 
memenuhi standar efektivitas, keamanan, 
dan ketersediaan yang optimal.

Peran Apoteker dalam JKN 
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PUSTAKA

UU No 40 / 2004

UU No 36 / 2009

UU No 24 / 2011

PP No 101 / 2012

Perpres No 12 / 2013

UU NO 17 / 2023

PMK N0 3/2023

KEMKES, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Sesuai UU SJSN Dan UU BPJS, 
Pusat Pembiayaan & Jaminan Kesehatan Sekretariat Jenderal Kementerian 
Kesehatan, 2014

Andi Afdal Abdullah, Jaminan Kesehatan Nasional, Sebuah Oase dalam 
Pembangunan Kesehatan Masyarakat, BPJS Kesehatan, Diskusi Negara dan 
Kesejahteraan Sosial Pasca Omnibus Law Cipta Kerja-Ilmu Pemerintahan 
Fisipol UMY, Nov, 2021
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Program Studi Sarjana Farmasi
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